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. a bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas

1.

dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provins Jambi dan sebagai pedoman dalam Analisis
Standar Belanja Daerah, dalam penyusunan kegiatan yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Dagerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Jambi tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Provins
Jambi;

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Sumatra Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun
1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisas dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provins Jambi (Lembaran Daerah
Provins Jambi Tahun 2008 Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA DI PROVINSI JAMBI

Pasal 1

Anaisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah untuk menganalisis
kewagjaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintah Provins Jambi.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebaga alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama
kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi.

Pasal 3

Penerapan ASB Dbertujuan untuk meningkatkan efisens dan efektifitas
pel aksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4
(1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai
ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana

belanja.

(2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 6

Tatacara Penerapan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran |11 Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 7

ASB ini dipergunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Tahun Anggaran 2010.
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Pasal 8

Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum ada/belum diatur dengan
ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Apabilaterjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi
maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka
penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sgjak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
padatanggal 23 Pebruari 2010

GUBERNUR JAMBI
dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
padatanggal 23 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 4



